ABSTRAK

KPK adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk
mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini
didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demi
tercapainya pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat, maka pemerintah
memandang perlu untuk membentuk lembaga baru. Dalam hal ini beban kerja
kepolisian' dan kejaksaan dianggap terlalu banyak sehingga banyak terjadi
tunggakan perkara. Sebagai langkah penyesuaian negara terhadap perkembangan
sistem ketatanegaraan dan tuntutan masyarakat perubahan sistem ketatanegaraan
memaksa negara melakukan reformasi dalam berbagai lini, termasuk reformasi
kelembagaan. Sebagai organ kenegaraan yang namanya tidak tercantum dalam
UUD Negara RI Tahun 1945, KPK dianggap oleh sebagian pihak sebagai
lembaga ekstrakonstitusional. Peran KPK dalam merealisasikan tugas, kewajiban
dan kewenangan yang dimiliki dalam memberantas tindak pidana korupsi di
Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan sempitnya ruang gerak KPK
di dalam peraturan perundang-undangan. Karena itulah, demi mendukung
optimalisasi kinerja dan produktivitas KPK maka tidak saja dibutuhkan
pembenahan secara internal dalam tubuh KPK namun juga perluasan ruang gerak
KPK dalam Peraturan Perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis Tugas, Wewenang, Kewajiban, serta
Peran Penyidik KPK dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan,
kewajiban kemudian para penyidik dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan di
atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan KUHAP dalam
memberantas pidana korupsi.

Simpulannya adalah permasalahan hukum ialah penanganan komisi yang
ditangani oleh Kepolisian dan Kejakasaan kurang tegas menimbulkan keresahan
masyarakat maka terbentuklah lembaga independen yang mampu memberantas
korupsi di Indonesia.
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